BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 7-. TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH

Menimbang

Mengingat

DAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 43

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan

dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Tahun 2025-2029;

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188), sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5883)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6624);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Tcrhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor
11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran  Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 114):

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya.

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

4, Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang
selanjutnya disebut RP2KPKPK adalah dokumen
rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan
dan permukiman kumuh yang disusun oleh keclompok
kerja perumahan dan kawasan permukiman kabupaten
dharmasraya yang berisi rumusan strategi, kebutuhan
program dan investasi untuk mewujudkan permukiman
yang bebas kumuh.
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5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian
dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan,
yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas
umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni.

6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian
yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan
yang s mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum,
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan

7. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan
dan penghidupan.

8. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

9. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat.

10. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru.

11. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh adalah upaya untuk
meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana,
sarana dan utilitas umum.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dan setiap orang dalam
melaksanakan penyelenggaraan Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh baru melalui
perencanaan yang sistematis dan terpadu;

b. meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan
masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan
teratur yang berpedoman pada perencanaan Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh yang jelas dan tegas; dan

c. menjamin kepastian hukum perencanaan Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Daerah.
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Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:

a terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak
bertambah; dan

b terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan
jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dapat berkurang.

BAB II
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5
RP2KPKPK merupakan dokumen yang memberikan arahan
rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk jangka pendck dan
menengah.

Pasal 6
Dokumen RP2KPKPK secbagaimana dimaksud dalam Pasal 5§
disusun melalui tahapan:
a  persiapan;
b  survei;
c penyusunan data dan fakta;
d analisis;
e penyusunan Kkonsep Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;

dan
f penyusunan RP2KPKPK.
Pasal 7
(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf
a meliputi :

a mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsilidasi
penyusunan RP2KPKPK;

b  melakukan koordinasi dengan pokja perumahan
kawasan permukiman kabupaten untuk
merumuskan rencana penyelesaian kegiatan;

¢ melakukan persiagpan dan pemantapan rencana
kerja;

d menyiapkan data profil permukiman kumuh yang
terdiri dari garis dasar (baseline) data kumuh atau
data statistik terkait;

e  melakukan penyiapan  (readiness)  Kriteria
penyusunan RP2KPKPK;

f menyusun gambaran umum (overview) kebijakan
Daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman
terhadap rencana tata ruang Daerah dan status
tanah permukiman;dan

g melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan
masyarakat di tingkat kabupaten.
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(2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
meliputi:

a  melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data
kumuh baik data primer maupun data sekunder
bersama dengan pemangku kepentingan;

b  menyusun desain survei;

c melaksanakan survei dan mengolah data;dan

d menyusun daftar permukiman kumuh hasil survey
dan pengolahan data kumuh

(3) Penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf ¢ meliputi kegiatan verifikasi dan
indikasi justifikasi lokasi serta penyusunan profil
Permukiman Kumuh.

(4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
meliputi kegiatan melakukan proses pemutakhiran
profil Permukiman Kumuh yang dilaksanakan melalui
diskusi kelompok terbatas (focus group discussion)
untuk verifikasi data.

(5) Penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan
kualitas Perumaban Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
a merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi

penanganan Permukiman Kumuh;

b  mengkoordinasikan peran masyarakat dalam
penanganan permukiman dengan pemangku
kepentingan;

¢ merumuskan kebutuhan penanganan kawasan
Permukiman Kumuh;

d merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan
peningkatan kualitas Permukiman Kumuh,;
dan

e melaksanakan diskusi kelompok terbatas (focus
group discussion) untuk menyepakati konsep dan
strategi sesuai dengan Pembangunan Daerah yang
berkelanjutan, dengan adanya nilai tambah (added
value).

(6) Penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf f meliputi:

a merumuskan skenario pentahapan pencapaian
daerah bebas kumuh, desain kawasan dan tindak
lanjut pengendalian;

b merumuskan rencana aksi pencegahan dan
peningkatan kualitas dan memorandum
keterpaduan program untuk skala Daerah, skala
kawasan dan skala lingkungan;

¢ menentukan skala prioritas penanganan
Permukiman  Kumuh  berdasarkan  Kriteria
kesiapan (readiness  criteria), penanganan
pembangunan yang berkelanjutan dan
pertimbangan lain;

d merumuskan konsep tematik dan skenario
pencegahan serta peningkatan kualitas kawasan
prioritas;

e menyusun rencana penyediaan tanah;

f menyusun rencana investasi dan pembiayaan
kawasan prioritas; dan

g melakukan perencanaan partisipatlf pada kawasan
prioritas bersama pemangku kepentingan.
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Pasal 8

Penyusunan dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dilakukan melalui koordinasi dan
sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, pemerintah
provinsi, pemerintah pusat, swasta dan masyarakat.

BAB III
LINGKUP WILAYAH DAN MATERI RENCANA PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 9

(1) RP2KPKPK disusun dalam dokumen dengan
sistematika:

a  Bab I memuat pendahuluan;

b Bab II memuat kajian kebijakan pembangunan
permukiman perkotaan;

¢ Bab Il memuat profii perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

d Bab IV memuat permasalahan perumahan kumuh
dan permukiman kumubh;

e Bab V memuat konsep pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumubh;

f Bab VI memuat rencana pencegahan terhadap
tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumubh;

g Bab VIl memuat rencana peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh;

h  Bab VIII memuat rencana penyediaan tanah;

i Bab IX memuat rencana investasi dan pembiayaan;

] Bab X memuat rumusan peran pemangku
kepentingan; dan

k  Bab XI memuat penutup.

(2) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pencegahan terhadap tumbuh dan Dberkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan
melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan
masyarakat.

Pasal 11

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dilaksanakan melalui pola-pola penanganan berupa
pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali,
pemeliharaan, perbaikan, pembangunan skala lingkungan
dan skala kawasan pada deliniasi lokasi yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Bupati serta pembentukan
kelembagaan masyarakat.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
pada Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 'S Juli 2025

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal)$ Juli 2025

Plh. SEKRETARIS/DAERAH
KABUPATEN D SRAYA,

YEFRINALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR..&
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LAMPIRAN
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Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen
Kedua Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten
Dharmasraya. Dokumen ini memuat berbagai informasi penting, meliputi latar
belakang kegiatan, maksud dan tujuan penyusunan, gambaran umum
wilayah Kabupaten Dharmasraya, arah kebijakan serta strategi dan program
pembangunan daerah, profil kawasan perumahan dan permukiman kumuh,
identifikasi permasalahan yang ada, serta konsep pencegahan dan
peningkatan kualitas kawasan kumubh.

Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, khususnya dalam mendukung
pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak yang
telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.
Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam upaya
penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di

Kabupaten Dharmasraya.

Dharmasraya, Juli 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Urbanisasi merupakan suatu fenomena perubahan karakteristik
kawasan perkotaan yang ditandai dengan semakin bertambahnya
penduduk kota yang dikarenakan oleh tiga hal yaitu: pertambahan
penduduk alami di kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan
perubahan ciri dari desa menjadi kota. Kota lebih dipahami tidak hanya
sebatas administratif kota otonom, tetapi juga meliputi kawasan yang
bercirikan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang. Diperkirakan
persentase penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan pada
tahun 2025 adalah 60% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2020).
Tantangan yang timbul sebagai implikasi urbanisasi ini harus mampu
dijawab oleh para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan
permukiman perkotaan menjadi layak huni salah satunya dengan
menyediakan infrastruktur permukiman yang memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan harus mampu diimbangi pula dengan
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang tepat.
Ketidakmampuan para pemangku kepentingan dapat memicu terciptanya
lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Perwujudan
permukiman perkotaan menjadi layak huni dimulai dengan penanganan
permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif.
Penanganan berbagai aspek permukiman kumuh sangat diperlukan untuk
menjamin  penuntasan permasalahan yang terintegrasi dengan
pengembangan mulai dari skala lingkungan atau komunitas, skala
kawasan, dan skala kabupaten/kota. Penanganan permukiman kumuh
perkotaan merupakan upaya bersama pelaku pembangunan untuk
mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan
permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya
rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,

aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam
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konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan
bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu
kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan
peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta
untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan
permukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 121
mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 106 Ayat (3) Peraturan
Pemerintah ini telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan
perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kemudian diwujudkan melalui
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumubh.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah,
pemerintah daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan pencegahan
dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh. Lebih lanjut pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan
Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan
pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(RP2KPKPK). Selain dari amanat peraturan perundang-undangan di atas,
penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengikuti
berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya:

a. Sustainable Development Goal’s |/ SDGs pada tujuan 11
sustainable cities and communities beserta dengan target dan
indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan
dengan semangat inklusifitas kota. Keterkaitan inilah yang
mendorong berkembangnya visi/common vision kota- kota dan
permukiman yang berkelanjutan di masa mendatang.

b. New Urban Agenda/NUA yang merupakan komitmen global
sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan
perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urbanization). NUA
memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan

siapapun (no one left behind), pembangunan ekonomi perkotaan
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yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan
lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan
penanganan permukiman kumuh dan selanjutnya dapat
diterjemahkan dalam rencana pembangunan masing-masing
daerah.

Implikasi dari kedua isu di atas adalah penempatan muatan
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagai suatu
visi/common vision dalam penanganan masalah kekumuhan secara
berkelanjutan. Pencegahan dilakukan secara berkelanjutan dengan
membangun tata kelola pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan
masyarakat melalui perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi yang
lebih advokatif. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dilakukan dengan menyiapkan perkuatan agenda-
agenda ke depan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (strengthening).
Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah
melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18
tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan
permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman
kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis
Kementerian PUPR tahun 2020 - 2024 yaitu:

a. Pemenuhan akses 90% air minum layak;

b. Pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan

c. Penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada

10 kawasan permukiman kumuh.

Bersambut dengan amanat tersebut diharapkan pemerintah
kabupaten/kota juga dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun
perencanaan, menentukan metode pelaksanaan, dan lain sebagainya yang
sesuai dengan kebutuhan daerah. Peran pemerintah kabupaten/kota
merupakan tanggapan positif dari isu terhadap penyelenggaraan
pemerintahan, yang sering dipandang memberikan citra negatif dalam hal
ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan
pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Termasuk di dalamnya,
adalah melakukan keterpaduan infrastruktur permukiman yang memiliki
tujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman
yang terpadu, efisien dan efektif. Pembangunan infrastruktur permukiman

ini diharapkan akan memperkuat status berketahanan terhadap ekologi
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(perubahan iklim dan bencana), sosial dan ekonomi, serta menjadi pengikat

perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kesatuan sistem

sesuai hierarkinya.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(RP2KPKPK) Kabupaten Dharmasraya ini dimaksudkan untuk
menghasilkan dokumen rencana penyelenggaraan penanganan kawasan
permukiman perkotaan yang difokuskan pada pola pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai
acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan
program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya
dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

secara mandiri dan berkolaborasi dengan pihak lain secara berkelanjutan

1.2.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(RP2KPKPK) Kabupaten Dharmasraya ini adalah:

1. Melakukan identifikasi potensi dan akar permasalahan kawasan
permukiman dalam penyajian suatu profil kawasan yang mengacu
kepada hasil penetapan SK Bupati Dharmasraya terkait kawasan
kumuh.

2. Melakukan pendampingan terhadap penyusunan Dokumen
Rencana Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Perkotaan melalui keterpaduan program
semua sektor perumahan dan permukiman, sebagai acuan
pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh
pelaku (stakeholders) yang bersifat menyeluruh, tuntas, dan
berkelanjutan (delivery system concept).

3. Menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) yang
memuat strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi
kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan
kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan
bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan

bersama selama jangka waktu berjalan
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1.2.3 Sasaran
Sasaran disusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini antara lain:

a. Tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan
pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh
pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan
permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan
berkelanjutan (delivery system concept).

b. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spatial dan tipologi
kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan
kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan
bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan

bersama selama jangka waktu berjalan.

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi
Ruang lingkup substansi kegiatan penyusunan RP2KPKPK
dilakukan pada lingkup wilayah Kabupaten Dharmasraya mengacu pada
SEDJCK Nomor 30 Tahun 2020 tentang panduan penyusunan rencana
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1

Muatan Penyusunan Dokumen RP2KPKPK

No Muatan Penyusunan RP2KPKP

1 Pendahuluan (latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, kedudukan
dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota, dan
sistematika penyajian);
Kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumubh;
Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;
Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukimsn kumuh;
7 | Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumubh;

8 Rumusan perencanaan penyediaan tanah;

9 | Rumusan rencana investasi dan pembiayaan
10 | Rumusan peran pemangku kepentingan
Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020

a|hWiN

(o)}

Muatan di atas merupakan bagian dari dokumen RP2KPKPK sehingga akan

lebih mudah untuk proses penyusunan peraturan kepala daerah.
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1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah meliputi permukiman kumuh prioritas
merupakan permukiman kumuh yang diprioritaskan untuk ditangani,
berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk pada Peraturan Menteri
PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kawasan prioritas ini
merupakan kawasan yang akan ditangani terlebih dahulu berdasarkan
kesepakatan hasil diskusi dan penyepakatan oleh Pokja PKP Kabupaten
Dharmasraya. Kawasan kumuh terdapat di Kabupaten Dharmasraya dan
yang di prioritaskan yaitu Kawasan Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung

Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)
Kabupaten Dharmasraya ini terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi
landasan dalam pembuatan dokumen ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

2. Peraturan Pemerintah  Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106
Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan
perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh setelah proses penetapan lokasi.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 41,
Pasal 42, dan Pasal 43 yang menekankan perlu ditetapkan tata cara
penyusunan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

4. SE Direktur Jendral Cipta Karya No. 30/SE/DC/2020 tentang
Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 — 2043.
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.5 KEDUDUKAN DOKUMEN RP2KPKPK DALAM KERANGKA
PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah
diamanatkan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor
30/SE/DC/2020 Tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK. Dokumen
RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan perumahan dan
permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan
permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan.

Gambar 1.1
Kedudukan R2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya

ATRWN Jakstranas PKP

AT Pulaw Kepulauan

{ Jakssa PropyTi3Ee ‘

RTH Kawazan Strategis
Propinsi

RTR Kawasan
Strategis Kab/Kota

Rencana Tata Rencana Sekioral
| Bangunan & (RISPAM, SSK, RIS
Linghaingan (RTEL) Kebakaran, dl)

a. krnasan baru berkembang cepat;
b karnmsan fevibargon

c. kawasan diesiorkar;

d. kewmsan mwan benoenm,;

&, kannsan oabungan atau comouway dar kesrmpal jens koworsan of alrs
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1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Sistematika  penyusunan laporan dokumen = Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kabupaten

Dharmasraya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan dan
sasaran, ruang lingkup, landasan hukum, kedudukan
dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan
Kabupaten Dharmasraya serta sistematika penyusunan

laporan.

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
PERKOTAAN

Bab ini berisi isu strategis pembanguna perumahan dan
permukiman, kebijakan pembangunan perumahan dan
permukiman. Selain itu terdapat beberapa dokumen kajian
seperti SSK Kabupaten Dharmasraya kebijakan penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten

Dharmasraya.

BAB 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Bab ini berisi sebaran permukiman kumuh, peta delineasi,
kawasan kumuh, lokasi beserta luasan. Selain itu berisi
kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. Selain
itu juga terdapat profil kawasan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh hasil verifikasi (dilengkapi dengan peta
masing masing kawasan dan gambaran kelembagaan lokal).
Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh
sesuai cakupan skala kota, skala kawasan dan skala
lingkungan.

BAB 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH
Bab ini berisi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, Kriteria dan indikator penilaian
penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan serta
perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan @ isi

permasalahan permukiman kumuh.
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BAB 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisi konsep dan strategi pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam
skala kota, konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam

skala kawasan.

BAB 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisi program dan kegiatan pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, Rencana aksi program pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh skala kota, skala kawasan, serta
memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman

kumuh.

BAB 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisi program dan kegiatan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, program
peningkatan kualitas kawasan prioritas, rencana aksi
program peningkatan pemukiman kumuh skala kawasan,
memorandum program pembangunan infrastruktur dalam
peningkatan kualitas permukiman kumuh, indikasi program
dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kawasan
prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas, Rencana
aksi masyarakat dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan
kualitas permukiman kumuh, serta rencana detail konsep

desain kawasan penanganan prioritas.

BAB 8 RENCANA PENYEDIAAN TANAH
Bab ini memuat rumusan rencana penyediaan tanah untuk
penanganan pemugaran, peremajaan dan permukiman

kembali pada permukiman kumuh kawasan prioritas. Berisi
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mengenai status (legalitas), luas, dan lokasi (peta) rencana

penyediaan tanah.

BAB 9 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN
Bab ini memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan
penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh.

BAB 10 RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Bab ini memuat matriks peran pemangku kepentingan
dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan

kumuh dan permukiman kumuh.

BAB 11 PENUTUP

Bab ini memuat simpulan.
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BAB 2
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.1 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

Isu strategis terkait pembangunan permukiman di Kabupaten
Dharmasraya yang dirangkum adalah sebagai berikut:
1. Menurunnya kualitas permukiman pada kawasan kumuh di perkotaan
2. Kurangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur
permukiman
3. Masih kurangnya kualitas dan penyediaan air bersih;
4. Masih kurangnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum
sepenuhnya tercipta lingkungan yang sehat;
5. Kurangnya kuantitas dan kualitas pedestrian/ trotoar yang memenuhi
syarat;
Masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau (RTH);
Masih kurangnya pengelolaan dan pelayanan sampabh;

Belum optimalnya penanganan dan penanggulangan bencana;

© ® N o

Masih kurangnya pembangunan infrastruktur terutama pada daerah
terisolir/perbatasan;
10. Lemahnya keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman, baik

dalam skala kota maupun kawasan.

2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 - 2045
2.2.1.1 Sistem Pusat Permukiman
Rencana pengembangan sistem pusat permukiman di Provinsi
Sumatera Barat dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap
kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup
Provinsi Sumatera Barat. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan
pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarki sesuai potensi yang
dimiliki setiap pusat kegiatan, atau didasarkan pada arah kebijakan
pengembangan. Artinya penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi
saat ini (eksisting) baik yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya

alam, dan sumber daya buatan; sedang arah kebijakan pengembangan
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didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan suatu
pusat kegiatan namun pertimbangan pada sumber daya yang ada tidak
menjadi pertimbangan utama. Penetapan tersebut selain didasarkan pada
kondisi saat ini yang lebih penting adalah rencana pengembangan ke depan
dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.
Untuk rencana pengembangan pusat permukiman di Provinsi Sumatera
Barat juga mengacu pada kriteria sebagai mana diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
Kriteria untuk masing-masing pusat kegiatan tersebut sebagaimana

disampaikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Kriteria Fungsi Kota

No Fungsi Kota Kriteria
1 Pusat Kegiatan a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
Nasional (PKN) sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau

pintu gerbang menuju kawasan internasional;

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala
nasional atau yang melayani beberapa provinsi;

c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
sebagai simpul utama transportasi skala nasional
atau melayani beberapa provinsi; dan/atau

d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang
berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub
internasional dan pintu gerbang ekspor hasil
kegiatan kelautan dan perikanan.

2 Pusat Kegiatan a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi

Wilayah (PKW) sebagai simpul kedua kegiatan ekspor - impor yang
mendukung PKN;

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang
melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten,;

c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
sebagai simpul transportasi yang melayani skala
provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau

d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang
berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi
kelautan nasional.

3 Pusat Kegiatan a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
Lokal (PKL) sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang
melayani skala  kabupaten atau  beberapa

kecamatan;

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
sebagai simpul transportasi yang melayani skala
kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau

c. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi
atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Sumber : PP 13 Tahun 2017
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Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah
disampaikan maka rencana sistem pusat permukiman di Provinsi Sumatera
Barat sebagai berikut.

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk
Alung-Pariaman (Palapa) sebagai pusat perekonomian skala nasional di
pantai barat Sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa,
industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan. Kawasan
Perkotaan Palapa meliputi kawasan Kota Padang, Lubuk Alung di
Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Didalam kawasan
perkotaan Metropolitan Palapa terdapat kawasan Teluk Bayur — Bungus
sebagai pelabuhan komoditi wilayah dan industri perikanan. Kawasan
Lubuk Alung dan Kota Pariaman menjadi kawasan pengembangan untuk

fasilitas dan infrastruktur wilayah, industri serta permukiman.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri atas:

a. Kota Pariaman;

b. Kota Bukittinggi;

c. Kota Sawahlunto;

d. Kota Solok;

e. Kota Payakumbubh;

f. Kawasan Perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

dan

g. Kawasan Perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri atas:

a. Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan

c. Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;

d. Kawasan Perkotaan Padang Panjang di Kota Padang Panjang;

e. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota;

f. Kawasan Perkotaan Aro Suka di Kabupaten Solok;

g. Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;

h. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam;

i. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;

j- Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
k. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
1. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya
m. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
n. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;

o. Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar;
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p. Rencana Kawasan Perkotaan Sikakap di Kabupaten Kepulauan

Mentawai.

Untuk Provinsi Sumatera Barat terdapat satu kawasan metropolitan yaitu
Kota Padang. Sesuai pengertian dalam PP Nomor 13 tahun 2017 bahwa
kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah
kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional
yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang
terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-
kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Dengan demikian dalam penetapan
kawasan metropolitan dapat disampaikan kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
Terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan
disekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan

c. Terdapat keterkaitan fungsi antar kawasan perkotaan dalam satu sistem

metropolitan.

2.2.1.2 Sistem Jaringan Transportasi

a. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Dua menjadi Jalan Kolektor
Primer Satu meliputi:
1) Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya);
2) Jalan Manggopoh — Kelok 1 (Agam);

b. rencana jalan tol Dharmasraya — Rengat;

c. Rencana terminal Penumpang Tipe A Sungai Rumbai di Kabupaten
Dharmasraya;

d. rencana terminal Penumpang Tipe B Pulau Punjung di Kabupaten
Dharmasraya;

e. Angkutan sungai untuk tujuan wisata juga dimungkinkan di Sungai

Dareh Kabupaten Dharmasraya

2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Dharmasraya

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah
yang ingin dicapai dalam S (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk
menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang
akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan
arah pembangunan jangka panjang daerah. Sesuai dengan Visi Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Tahun 2024 serta dengan
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mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi,

permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu

strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Dharmasraya 2025- 2029 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang

ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut :

Adapun defenisi kalimat Visi RPUMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-

2029 yaitu :

SEJAHTERA Menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Dharmasraya

yang mengalami kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik

serta mampu bersaing secara reginal dan nasional

MERATA Kabupaten Dharmasraya diharapan adanya pemerataan

pembangunan yang merata yang diukur dari indikator kinerja pembangunan

kewilayahan berdasarkan kecamatan ataupun tingkat nagari.

Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 adalah sebagai

berikut:

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi yang mesti
disediakan oleh pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu
daerah. Dengan adanya peningkatan infratsrtur yang memadai
diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan pembanguanan dan
aktivitas ekonomi di masyarakat. Salah satunya berupa infrastruktur
terkait konektivitas. Dengan adanya konektivitas yang memadai maka
dapat mengurangi biaya ekonomi dalam sektor transportasi sekaligus
menjadi pemicu percepatan pembnagunan wilayah. Selanjutnya
infrastruktur dasar yang terdiri dari air minum sanitasi serta kebutuhan
rumah tinggal yang layak serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan
Utilitas umum yang layak;

2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien Adapun
tujuan dari penyelenggaran pemerintah/ pemerintah daerah adalah guan
adanya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesi. Dengan adanya keterbatan sumber daya
yang dimiliki pemerintah daerah maka aspek efisiensi dan efektifitas
merupakan unsur pokok yang diperlukan dalam mencapai tujuan
pembangunan, baikyang bersifat makro, maupun target yang sesuai

dengan prioritas daerah;
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3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian
lingkungan Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global
yang disepakati dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata
pembangunan di bidang sumberdaya manusia;

5. Transformasi ekonomi Guna meningkatkan pembangunan ekonomi,
dimana pembangunan ekonomi suatu wilayah diukur dengan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, adapun
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi
ini adalah perkembangan PDRB, dan peningkatan pendapatan
masyarakat;

6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara'

Basandi Kitabullah sebagai palsafah masyarakat minangkabau.

2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023 - 2043

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

- 2043 “Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat

Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu

Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya yang Berkelanjutan”.

Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

1. Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang menjadi
pusat pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Kawasan perkotaan Pulau
Punjung berada sepanjang koridor Pulau Punjung - Sungai Dareh -
Sikabau;

2. Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam
lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai
kawasan strategis provinsi di wilayah perbatasan tenggara Provinsi
Sumatera Barat;

3. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) yang berfungsi melayani satu atau lebih
kecamatan bagian wilayah kabupaten yaitu kawasan : Koto Baru, Sitiung
dan Padang Laweh;

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan
kecamatan meliputi:

a. Kawasan Perkotaan Silago di Kecamatan Sembilan Koto;

b. Kawasan Perkotaan Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh;
c. Kawasan Perkotaan Koto Salak di Kecamatan Koto Salak;
d. Kawasan Perkotaan Tiumang di Kecamatan Tiumang;

e. Kawasan Perkotaan Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
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f. Kawasan Perkotaan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar.

Sistem Jaringan Prasarana
a. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

e Dalam lingkup regional, menghubungkan Kabupaten Dharmasraya
dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau
Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung
energy (Batu Bara). Hal ini sejalan dengan orientasi pemasaran
komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya berupa komoditi
perkebunan (sawit dan karet) serta hasil tambang batu bara;

e Pengembangan akses permukiman di wilayah  Kabupaten
Dharmasraya menuju pusat — pusat kegiatan pelayanan yaitu menuju
kawasan perkotaan Pulau Punjung dan kawasan perkotaan Sungai
Rumbai sebagai PKL, PPK dan PPL;

e Rencana jaringan Jalan Tol berupa jalan Tol Dharmasraya — Rengat;

e Terminal tipe B di kawasan perkotaan Pulau Punjung yang berfungsi
sebagai PKL dalam RTRW Provinsi lokasi terminal Tipe B yaitu di
kawasan perkotaan Pulau Punjung;

e Terminal tipe A di Kota Sungai Rumbai yang berfungsi sebagai
kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat;

e Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari
Siguntur ke kawasan cagar budaya;

e Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal
menuju Padang Laweh;

¢ Pembangunan jembatan yang menghubungkan anatar Ampalu Lama
dengan Padukuan;

e Pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulai dengan
Timpeh;

e Pembangunan jembatan Tanjung Alam di Kecamatan Asam Jujuhan;

¢ Pembangunan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan;

e Rencana Pengembangan jaringan rel kereta api berdasarkan RIPNas
Tahun 2030 salah satunya adalah pembangunan jaringan jalur kereta
api umum yang melayani jaringan jalur kereta api antar kota yang
melintasi wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk melayani
perpindahan orang barang pada jalur Padang Tarok — Lubuk Linggau
yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta

Api Trans Sumatera;
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e Simpul transportasi berupa lokasi dermaga sungai yang terdapat di
sepanjang alur sungai Batanghari yaitu : Bendung Batu Bakawik (tepi
barat), Pasar Lama Pulau Punjung (tepi barat), Siluluak (tepi barat),
Simaldu (tepi timur) dan dermaga Sitiung;

e Segmen Bendung Batubakawik - Pasar Lama Pulau Punjung -
Siguntur berpotensi dikembangkan sebagai wisata air dan sekaligus
jalur akses menuju kawasan wisata bersejarah Dharmasraya di
Siguntur.

e Sistem transportasi sungai direncanakan berupa system jaringan
sungai, danau dan penyeberangan yang terdiri atas:

- Lintas penyeberangan dalam kabupaten, yang meliputi
Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung dan
Kecamatan Sitiung;

- Adapun Pelabuhan Sungai dan Danau berupa Pelabuhan Sungai
dan Danau Pengumpan, Meliputi : Kecamatan Pulau Punjung,
Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Padang

Laweh.

Rencana Sistem Jaringan Energi

e Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
berupa PLTMH meliputi Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan
Sitiung, Kecamatan Sembilan Kota dan Kecamatan Asam Jujuhan;

e Jaringan energi kelistrikan di Kabupaten Dharmasraya berasal dari
gardu induk Sungai Langsek di Kiliran Jao dengan trafo 200 MWA dan
10 MVA dan gardu induk Sungai Rumbai.

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telepon yang ada di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh PT.

Telkom. Prasarana telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya tersebar di

11 kecamatan dengan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 111 BTS.

Selain itu juga terdapat Blank Spot Area yang merupakan area yang

direkomendasikan untuk dibangun titik BTS baru sebanyak 16 titk BTS.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Kabupaten Dharmasraya memiliki banyak sumber air baku untuk
pengairan dan lahan yang cocok untuk pengembangan pertanian lahan
basah, saat ini telah ada jaringan irigasi Nasional (Batanghari) ditambah
dengan jaringan irigasi kabupaten. Daerah irigasi Batanghari terdapat di

Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Koto Salak.
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Sistem jaringan irigasi berdasarkan fungsi jaringan dan bangunan

sumberdaya air di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas:

a.

Jaringan irigasi primer yang terdapat di Kecamatan Koto Baru,
Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak,
Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar
dan kecamatan Sembilan Koto;

Jaringan irigasi sekunder yang merupakan bagian dari system irigasi
Batanghari yang terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau
Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan
Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar dan
Kecamatan Sembilan Koto;

Jaringan irigasi air tanah yang terdapat di Kecamatan Sembilan Koto,
Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar
dan Kecamatan Sungai Rumbai;

Bangunan pengendalian banjir terdapat di Kecamatan Pulau Punjung;
Bangunan sumber daya air berupa bending, embung dan sumber yang
terdapat Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto Baru,
Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Sungai

Rumbai.

e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

a.

Pelayanan air minum oleh BPAM Kabupaten Dharmasraya yaitu unit
Koto Baru dan unit Pulau Punjung;

Secara umum system pembuangan air limbah penduduk di Kabupaten
Dharmasraya masih bercampur dengan system drainase sedangkan
system pengelolaan air limbah padat pada umumnya menggunakan
system pengolahan air limbah setempat (on-site system) melalui septic
tank;

System pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat
di Kecamatan Sitiung;

Sistem Jaringan Persampahan di Kabupaten Dharmasraya belum
dikelola sepenuhnya dan pengelolaan masih bersifat lokal. System
pengelolaan sampah menurut sumber sampah di Kabupaten
Dharmasraya yaitu sampah rumah tangga pada umumnya dikelola
sendiri oleh penduduk dengan cara dibakar dan ditimbun pada lahan —
lahan kosong di lingkungan rumah masing — masing. Bahkan masih
ada penduduk yang banyak membuang sampah langsung ke sungai du
lingkungan permukiman, untuk sampah pasar dikelola oleh pengelola
masing — masing pasar dan diangkut dengan truk sampah Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya. TPA terdapat di Kecamatan
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Sitiung dengan luas 6 Ha dan TPS terdapat 12 unit yang terdapat di
Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru,
Kecamatan Koto Besar dan kecamatan Koto Salak;

e. Kabupaten Dharmasraya rawan terhap bencana banjir, jalur evakuasi
bencana terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung,
Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Padang
Laweh, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Sungai
Rumbai, Kecamatan Asam jujuhan dan Kecamatan Koto Besar.
Rencana system pengendalian banjir di Kabupaten Dharmasraya
meliputi : terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung,
Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang dan
Kecamatan Padang Laweh, selain jaringan pengendali banjir juga
terdapat bangunan pengendali banjir terdapat di Kecamatan Pulau
Punjung;

f. Rencana pengembangan jaringan drainase di Kabupaten Dharmasraya
yaitu pengembangan jaringan drainase primer yang berada pada
kawasan permukiman padat di Kecamatan pulau Punjung, Kecamatan
Timpeh, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto
Baru dan Kecamatan Koto Besar. Pengembangan jaringan drainase
sekunder yang berada di kawasan permukiman perkotaan kecamatan
meliputi, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan
Koto Baru, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Timpeh, Kecamatan
Koto Salak dan Kecamatan Koto Besar. Pengembangan jaringan
drainase tersier yang berada di kawasan permukiman perkotaan
kecamatan meliputi, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru dan
Kecamatan Koto Besar.

f. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya seluas 17.247 Ha atau
hanya 5,9 % dari luas kabupaten. Walaupun dengan proporsi luas yang kecil
akan tetapi kawasan permukiman menjadi lokasi penyediaan sarana
prasarana tempat kehidupan penduduk. Kawasan permukiman terbagi atas
permukiman perkotaan dengan luas 8.184 Ha dan Kawasan permukiman

perdesaan dengan luas 9.063 Ha.

2.3 KEBIJAKAN PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan
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pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten

Dharmasraya memiliki tujuan yaitu:

1. Menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni
sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat;

2. Menyelenggarakan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perumahan
dan kawasan permukiman secara terpadu;

3. Menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau
sehingga seluruh masyarakat mampu memiliki hunian yang layak dan
mengurangi backlog rumabh;

4. Keterpaduan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tujuan pembangunan dan

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten

Dharmasraya dicapai melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru.

2. Pembangunan dan pengembangan perumahan kumuh dan kawasan
permukiman kumuh;

Pembangunan kembali perumahan dan kawasan permukiman;
Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perumahan dan
kawasan permukiman secara terpadu;

S. Pemberian bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR);

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara perumahan dan
kawasan permukiman.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman di Kabupaten Dharmasraya dijabarkan melalui strategi sebagai

berikut:

1. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru diwujudkan
melalui strategi sebagai berikut:

a. Penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;

b. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan
rencana tata ruang dengan konsep hunian berimbang;

c. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan
strategis.

2. Pembangunan dan pengembangan perumahan kumuh dan kawasan
permukiman kumuh diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

a. Pencegahan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumubh;
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b. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan
permukiman kumuh.

Pembangunan kembali perumahan dan kawasan permukiman

diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban
bencana;

b. Penataan perumahan sesuai nilai lokasi dan kebutuhan
perumahan;

c. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintah.

Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perumahan

dan kawasan permukiman secara terpadu diwujudkan melalui

strategi sebagai berikut:

a. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung
perumahan dan kawasan permukiman sesuai kebutuhan di
lingkungan permukiman;

b. Penyediaan akses yang menghubungkan antar kawasan
permukiman, antar kawasan permukiman dengan pusat
kegiatan.

Pemberian bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) diwujudkan melalui strategi sebagai

berikut:

a. Penyediaan rumah sederhana sehat bagi MBR;

b. Pembangunan rumah susun bagi MBR;

c. Pembentukan kerjasama strategis dengan lembaga jasa
keuangan untuk pembiayaan perumahan MBR;

d. Pelibatan lembaga keuangan non bank untuk menjadi
instrumen pembiayan rumah jangka panjang seperti perusahaan
asuransi, pengelola dana pensiun dengan mekanisme kerja
sama pemerintah dan swasta maupun koperasi;

e. Mengefektitkan sumber pembiayaan pemerintah melalui
koordinasi anggaran yang lebih terpadu antara Pemerintah
Pusat, Provinsi, dan Kota dalam mendukung program-program
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara perumahan dan

kawasan permukiman diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

a. Penguatan sistem kelembagaan penyelenggara pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman yang profesional,

produktif dan akuntabel,
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b. Penguatan unit-unit kelembagaan penyelenggaraan perumahan
dan permukiman berbasis masyarakat;

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya;

d. Peningkatan keterlibatan sektor swasta (pengembang) dalam

pembangunan perumahan.

2.3.1 Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Dharmasraya Tahun
2023 - 2028

Strategi snitasi Kabupaten (SSK) Dharmasraya tahun 2023-2028
memiliki visi, misis tujuan dan sasaran, dapat dilihat sebagai berikut ini:
Visi :

Menuju Kabupaten Dharmasraya dengan Sanitasi Layak, Aman dan

Berkelanjutan
Misi :
Misi Pengelolaan Air Limbah Domestik:
1)  Meningkatkan cakupan akses sanitasi layak dan aman;
2)  Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

pengelolaan air limbah domestik;
3) Memperkuat kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
4)  Meningkatkan kapasitas pendanaan pengelolaan air limbah lintas
sektor.
Misi Pengelolaan Sampah:
1)  Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampabh;
2)  Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan;
3) Memperkuat kelembagaan pengelolaan persampahan;
4)  Meningkatkan kapasitas pendanaan pengelolaan sampah lintas sektor.
Tujuan :
1) Tercapai akses aman 9 % di tahun 2028;
2)  Menghilangkan Akses layak khusu perdesaan;
3) Meningkatkan akses belum layak menjadi layak 100 % ditahun 2028;
4) Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana pengelolaan air limbah domestic;
S5) Terwujudnya lingkungan bersih dan sehat disekitar IPAL dan IPLT;
6) Terwujudnya penyedotan lumpur tinja terjadwal;
7)  Terwujudnya pengelolaan air limbah domestic yang terstruktur dan

professional;
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8) Terwujudnya pendanaan lintas sector untuk pengelolaan air limbah
domestic;

9) Terwujudnya unit pengelolaan air limbah domestic;

10) Adanya aturan yang mengikat tentang pengelolaan air limbah
domestic;

11) Tercerahkannya masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih
dan sehat.

Sasaran :

1) Meningkatkan akses aman air limbah domestic;

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait akses sanitasi layak dan
aman;

3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi
layak;

4)  Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengelolaan
air limbah;

S) Melaksanakan pemantauan pada efluen IPAL dan IPLT;

6) Melaksanakan penyedotan terjadwal terhadap tanki septic yang layak;

7)  Terbentuk lembaga pengelola air limbah domestic kabupaten;

8) Meningkatkan keberfungsiaan IPLT;

9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelolaan air limbah di
IPLT;

10) Meningkatkan keterlibatan sector swasta dalam pengelolaan air
limbah domestic;

11) Membentuk unit pengelola teknis dalam pengelolaan air limbah
domestic;

12) Menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestic;

13) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah

domestic;
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BAB 3 PROFIL
PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

3.1 SEBARAN KAWASAN KUMUH

Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor:
100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Bupati Nomor 100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Dharmasraya
terdapat 34 titik kawasan kumuh dengan total luas kawasan yaitu 423,87
Ha yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 3.1 Peta Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Dharmasraya
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